


hatikan : 1. Instruksi Preside

Pengembangan é\unRI pN“'}hn' O Tahun 2001 tentang
Indonesia; endayagunaan  Telomatika di
2. Instruksi :
Kebi_iak:!n P"‘"S":’?::‘\[ wlflomnr 3' Tahun 2003 tentang
e-Governmen 6 o Nasional Pengembangan
MEMUTUSKAN

PERATURAN Ry PAT]
TEKNOLOGI INFORMAS]
PENYELENGGA
PURWAKARTA

TENTANG ~ PENDAYAGUNAAN
DAN  KOMUNIKASI DALAM
RAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purwakarta;

4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

S. Sekretaris. Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta;

6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga
pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati
dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan,
yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga

O Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
-

Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government
adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik

(bidang teknologi informasi dan komunilgasi) untuk
meningkatkan pelayanan dan kinerja pe_mermta_th. dalam
hubungannya = dengan masyarakat, komunitas bisnis dan

kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good

Governance,
8. Instansi Vertikal adala

bupaten Purwakarta; ot 41 o
9 gig;?kll)z?a agalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan

:mpanan data berdasarkan suatu sistem dan
d‘ﬁa{i Sa;infmig?gf pdan perawatan secara eclektronik untuk
tekni L?hi iebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang

logi informasi dan komunikasi;
pengelo(ljaa;:;eléf;;’u agtu yang dapat berupa angka, huruf atau
10. D‘atat.) la callan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
simbo : ;
mempunyai pengertian tertentu; 5 o
7" dalah Hasil pengolahan dan 1sa data berupa
11. Informasi a s mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai
g;f:ﬁif;ga menunjang pengambilan keputusan;

h instansi di luar Organisasi Perangkat













(3)

Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknolog!
mformasx dan komunikas;i sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d1mast_.1kk§m ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh
Orgamsefs} Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
teknologi informasi dan komunikasi;

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 8

Pembapgun_an dan pengembangan sistem teknologi informasi dan
komunikasi meliputi :

a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi

informasi dan komunikasi;

b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana;

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 9

Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi
informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi Perangkat
Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan
aplikasi masing-masing;

Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi
informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi,
menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Organisasi
Perangkat Daerah;

Pasal 10

perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem
teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi
Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan
berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat
terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi
Pemerintah Daerah yang telah ada;

pengolahan dan peremajaan (updating) data dan informasi
pada website yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setelah
berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
teknologizinformasi dan komunikasi;

penyebarluasan (upload) informasi ke media internet melalui
sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang bersangkutan atau Organisasi Perangkat Daerah
Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama

Pemerintah Daerah;
Pasal 11

Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan
sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan
pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta
spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis
dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

Dalam keadaan tertentu Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan teknologi infromasi dan komunikas;i
dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam
pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat
keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi












